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KEPUTUSAI{ I{EPALII I{AITTOR WILAYAII IrEMEI5TERIAIT AGAMA
PROVIITSI JAUTA TIMUR

ITOMOR 3525 TAHUIT 2018
TTNTANG

PEMBERIAN IZIS OPTRASIOI{AL PIIYDIRIAIT
RAIIDIIATTIL ATIIFAL IEAIVBA'UL FIJTUCH STLUI$ TEM.ilTAilG I(AEUPATEIT BOJOIYTGORO

PROVITSI JAWA TIMUR

DElTGAil RATIMAT TU}IAfi YAITG MATIA ESA

ITIPALA I{AISTOR WILAYAI{ ITTMEITTERIAN AGAIEA PROVtrTSI JAIIIA AIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Atlfai yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbad,an hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal sebagairnana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor :
332/Kw. L3.2 / 5IPP.OA/3/2018 tanggal 16 Maret 2019
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN BOJONEGORO Nomor: P'-2lz
/Kk.l3.t6/2/PP.00/03 /2A1a tanggal 16 MARET 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional pendirian Raudhatut Athfal
MANBA'UL FUTUCH BELUN TEMAYANG KABUPATEN
BOJONEGORO Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun ZOO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O0S tentang Guru dan
Dosen {l,embaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 20Os
Nomor 157, Tambahan Lenabaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3O1);

Peraturan Pemerintah Nomor iq Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tatrun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
{Iembaran Negara Republik Indonesia Ta}run }ALZ Nomor
71, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 20og tentang w4iib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 90, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g63h

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 200g tentang
Pendanaan Pendidikan {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o0B Nomor 91, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSSa|;

6. Peraturan Peneerintah Nomor z4 Tahun 2oog tentang Guru
(Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oag Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
494U, ssfoagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun zafi tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 200g;

7 " Peraturan Pemerintah Nomor Lz rahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraal pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l1Z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor
5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tatrun
?aor tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolatr
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
PertamalMadrasah Tsanawiyah, dan $ekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Agama Nomeir 2 Tahun 2OOg tentang
standar Kompetensi Lulusan dan standar Isi pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perutrahan Atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasionar Nomor 15 Tatrun 2o1o tentang standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupate n / Kata;

11- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2olz tenta-ng
Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZALZ
Nomor 206) sebagaimana telah diubah d.engan peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang perutrahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun bOLZ tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ls
Nomor 68a);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tatrun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2AL6 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 9O Tahun 2013 tentang penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;



Meaetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEBMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRTAN
RAUDHATUL ATHFAL MANBA'UL FUTUCH BELUN TEMAYANG
KABUPATEN BOJONEGORO PROWNSI JAWA TIMUR.

Memberikan izrrr operasional pendirian Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagi Raudhatul Athfal setel;ah jangka waktu 4 (empat) tahun,
Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan waj'ib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembalgan jumlah peserta did,ik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi pAUDlRaudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinirai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b mendapat peringkat minimal c, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud datam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Daram hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dar/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izil,
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal2O Maret 2018

KANTOR WILAYAH
zuAN AGAMA
JAWA TIMUR,

BArrRr,7t



LAMPIRAN
KBPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KBMENTBRIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TiMUR
NOMOR 3525 TAHUN 2018
TBNTANG
PEMBERIAN IZIN OPtrRASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
MANBA'UL FUTUCH BBLUN
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BOJONEGORO PROVINSI JAWA
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IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPBRASIONAL

KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
JAWA TIMUR,

BArrRrt/f,

1 Nama Raudhatul Athf,al RAUDHATUL ATHFAL MANBA'UL FUTUCH
BELUN TEMAYANG KAI}UPATEN
BOJONEGORO

2 Nornor Statistik Madrasah L41235220255

J Alamat Raudhatul Athfal JL. WAI{IDI NO. 06 RT. 02 RW. 01

DESA BELUN

KECAMATAN TEMAYANG

KABUPATEN BOJONEGORO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN MANBA'UL FUTUCH BELUN
TEMAYANG

D Akte Notaris Organisasi

Pen'yelenggara

NO.26, DIDIEK WAHYU INDARTA, SH

6 Pengesahan Alrte Notaris

Orgalisasi Penyelenggara

AHU-0005018.AH.01.04. TAHUN 2015 /
07 APRIL 2015


